
BUPATI WONOSOBO, 
Menimbang : a. bahwa LPG tabung 3 kg merupakan bahan bakar yang 

mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti 
penggunaannya, kemasannya, volume dan/ atau harganya 
yang masih harus diberikan subsidi, yang perlu diatur 
penyediaan dan pendistribusiannya; 

b. bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan pengaturan 
mengenai Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, 
sehingga tidak diperlukan lagi pengaturannya oleh Daerah; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Energi Dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan 
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, kewenangan 
Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) Tabung 3 kg Di Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4152 sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan U saha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); 

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied 
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 
tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga 
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied 
Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan 
Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum 
Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan 
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Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal ~ ~,I-~ 'JI*~ 

~lt!~~ARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 
~ .. 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal" ~ ~~2 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal I 
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyediaan 
Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Di Kabupaten 
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 21) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN 
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 kg DI 
KABUPATEN WONOSOBO. 

Menetapkan 

Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171); 

8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 
26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian 
Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 
26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian 
Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1155); 


